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ABSTRAK 

 
 Kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung memilki peranan penting untuk 

meningkatkan pendapatan daerah, karena pajak restoran di Kabupaten Badung memiliki 
potensi yang besar untuk dioptimalkan penerimaannya. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan 
sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode survey dengan instrumen kuesioner. Jumlah sampel 
yang digunakan adalah 90 wajib pajak restoran yang dihitung menggunakan rumus slovin 
dengan metode penentuan sampel yang digunakan adalah proportionate stratified random 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan 
perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib 
pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 
Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan 
perpajakan, sanksi perpajakan 
 

ABSTRACT 
 

Taxpayer compliance restaurants in the Badung regency has an important role to increase 
local revenues, because taxes restaurants in the Badung regency has a great potential for 
optimized acceptance. The purpose of this study was to determine the effect of service 
quality, tax audits, tax knowledge and tax penalties on taxpayer compliance restaurant. 
Methods of data collection in this study using survey method through a questionnaire. The 
samples used were 90 taxpayers restaurant which is calculated using the formula slovin the 
sampling method used is proportionate stratified random sampling. The data analysis 
technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that the quality of 
service, tax audits, tax knowledge and tax penalties and significant positive effect on tax 
compliance restaurants in Department of Revenue/Pasedahan Agung Badung Regency. 
Keywords: tax compliance, quality of service, tax audits, tax knowledge, tax penalties 

 

PENDAHULUAN 

Pajak menurut lembaga pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi pajak pusat 

dan pajak daerah (Mardiasmo, 2011:6). Pajak daerah merupakan salah satu 

sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk 
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meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah 

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah serta 

pembangunan daerah, sehingga jumlah penerimaan pajak perlu dan harus 

diupayakan untuk terus meningkat. Penerimaan daerah dari sektor pajak perlu 

dioptimalkan penerimaannya, maka memerlukan kepatuhan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Chau (2009) menyatakan penerimaan yang 

berasal dari pajak pada suatu negara diantaranya bisa dipengaruhi oleh kepatuhan 

wajib pajak masyarakat pada negara tersebut. 

Susilawati dan Budhiartha (2013) menyatakan kepatuhan wajib pajak 

dapat menjadi salah satu penunjang yang bisa mewujudkan peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah salah satunya dengan menggali sumber-sumber yang berpotensi untuk 

dipungut sebagai pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pajak 

daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun 

pemerintah kabupaten atau kota. 

Kabupaten Badung merupakan salah satu dari delapan kabupaten dan satu 

kota di Provinsi Bali memiliki potensi terbesar Pendapatan Asli Daerah yang 

salah satunya berasal dari penerimaan pajak restoran. Hal ini dikarenakan 

Kabupaten Badung memiliki kawasan wisata seperti Tuban, Kuta, Jimbaran, 

Uluwatu, Nusa Dua, yang menjadi primadona kepariwisataan di Bali. Selain 

adanya obyek daya tarik wisata di Kabupaten Badung, saat ini potensi penerimaan 

pajak juga dipengaruhi oleh pelaksanaan MICE (Meeting, Incentive, Convention, 

and Exhibition) di Kabupaten Badung seperti KTT APEC, penyelenggaraan Miss 



ISSN:	2302-8556	
E-Jurnal	Akuntansi	Universitas	Udayana		

Vol.16.2.	Agustus	(2016):	1210-1237	

 1212 

World, Bali Democracy Forum (BDF), KTT Perubahan Iklim dan kegiatan besar 

lainnya baik tingkat Nasional, Regional ASEAN maupun Internasional (Dispenda 

Badung, 2015:65). Keadaan tersebut membuat potensi penerimaan pajak daerah 

khususnya pajak restoran dapat dikembangkan secara lebih optimal. 

Pajak restoran dan pajak daerah lainnya yang dipungut di Kabupaten 

Badung, dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten 

Badung. Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung 

memiliki tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang 

pembangunan, untuk mencapai hal tersebut Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan 

Agung memiliki misi salah satunya berbunyi “mewujudkan tingkat 

kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak”. Misi tersebut 

menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung masih terus dan 

harus ditingkatkan guna meningkatkan penerimaan pajak terutama pajak restoran 

yang merupakan salah satu pajak daerah di Badung yang berkontribusi besar. 

Kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Badung sangat penting 

untuk meningkatkan hasil penerimaan dari pajak restoran karena hasil penerimaan 

pajak restoran tidak hanya dimanfaatkan oleh Kabupaten Badung namun dapat 

dinikmati oleh kabupaten lain di Bali. Hal ini merupakan perwujudan dari konsep 

one island management. Kabupaten Badung dalam hal pembagian penerimaan 

pajak hotel dan pajak restoran kepada Provinsi Bali dan 6 kabupaten di Bali, 

menyisihkan penerimaan sebesar 22 persen (Dispenda Badung, 2015:71). 

Penyisihan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemerataan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan khususnya dalam pembangunan sarana 
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dan prasarana kepariwisataan di Bali. Hal tersebut menyebabkan kepatuhan wajib 

pajak restoran di Kabupaten Badung memiliki peranan yang sangat penting untuk 

mengoptimalkan penerimaan pajak restoran yang nantinya digunakan dalam 

rangka penyisihan tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2012 wajib pajak 

restoran diizinkan melakukan penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak 

sendiri (self assessment system). Self assessment system mengharuskan perlu 

adanya peranan yang lebih aktif dari wajib pajak restoran dalam pemenuhan 

pelaksanaan kewajiban perpajakannya di Kabupaten Badung. Resmi (2014:11) 

menyatakan dalam self assessment system berhasil atau tidaknya pemungutan 

pajak tergantung wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak). 

Ocheni (2015) menyatakan kepatuhan wajib pajak dengan kesediaan 

membayar pajak sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Mencapai tingkat 

kepatuhan wajib pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan 

isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju dan 

berkembang (Razak dan Christopher, 2013). Kepatuhan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak tidak menjadi hal mudah. Masyarakat 

lebih cenderung bersikap antipati pada pajak (Nazmel, 2010). Menurut Pranata 

(2014) sangat perlu untuk ditumbuhkan perilaku patuh wajib pajak secara 

menerus karena menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan penerimaan dari 

pajak, sehingga perlu intensif dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. 
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Memberikan pelayanan dengan baik terhadap wajib pajak akan membuat 

wajib pajak untuk senantiasa dapat untuk memenuhi segala kewajiban dan 

haknya, karena wajib pajak akan senang serta merasakan bisa dimudahkan dan 

terbantu dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya di bidang perpajakan. 

Peningkatan dari segi kualitas serta kuantitas suatu pelayanan diharapkan mampu 

meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai seorang pelanggan sehingga 

meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Supadmi, 2009).  

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu pilar fungsi penegakan hukum 

yang dilakukan pemerintah dalam kerangka sistem self assessment. Sementara itu, 

pilar lainnya adalah penyidikan pajak dan penagihan pajak (Ilyas dan Richard, 

2011:138). Emimobowei dan Eze (2013) menyatakan pemeriksaan pajak adalah 

salah satu strategi yang mampu untuk mencapai kepatuhan pajak, serta 

menyimpulkan pemeriksaan pajak bertujuan untuk mengurangi masalah 

penggelapan pajak, penghindaran pajak dan penyimpangan pajak lainnya dan 

untuk meningkatkan kepatuhan pajak.  

Susilawati dan Budiartha (2013) menyatakan tanpa mempunyai 

pengetahuan mengenai perpajakan, manfaat dari membayar pajak dan fungsi 

pajak tidak mungkin seseorang dengan ikhlas membayarkan pajaknya. Salah satu 

hal yang penting untuk suksesnya suatu sistem perpajakan yang berbasis self 

assessment ialah pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan (Palil dan 

Ahmad, 2011). Tanpa mempunyai pengetahuan mengenai perpajakan ada 

kecenderungan bahwa wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk 

mematuhi peraturan perpajakan baik sengaja maupun tidak sengaja. 
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 Sanksi perpajakan dikenakan pada wajib pajak yang tidak patuh untuk 

melaksanakan seluruh kewajiban pajaknya. Mencegah terjadi ketidakpatuhan dan 

memotivasi wajib pajak agar berkeinginan mematuhi peraturan perpajakan yang 

berlaku, maka diperlukan penerapan sanksi yang tegas untuk mencapai keadilan 

serta sistem pajak berjalan efektif (Webley et al., 1991). 

 Berdasarkan ulasan yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah kualitas pelayanan 

berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan 

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung? Apakah pemeriksaan pajak 

berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan 

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung? Apakah pengetahuan perpajakan 

berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan 

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung? Apakah sanksi perpajakan 

berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan 

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung? 

 Sesuai rumusan masalah tersebut, maka adapun tujuan dari penelitian ini, 

adalah untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak 

restoran di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 

Menguji pengaruh pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak restoran di 

Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Menguji 

pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas 

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Menguji pengaruh 
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sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran di Dinas Pendapatan 

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 

 Sesuai dengan pemaparan tujuan tersebut, maka kegunaan teoritis dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan pemahaman 

tentang pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan 

dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk dijadikan pengembangan dan 

penyempurnaan teori mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh 

kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi 

perpajakan. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi, sumbangan pemikiran, bahan evaluasi dan masukan-

masukan yang dibutuhkan bagi para pihak pembuat kebijakan di Dinas 

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 

 Teori Legitimasi adalah suatu kondisi ataupun status yang ada ketika suatu 

sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih 

besar dimana perusahaan merupakan bagiannya (Ghozali dan Chairiri, 2007:411). 

Apabila dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak restoran, teori legitimasi sangat 

erat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak restoran. Kaitannya dengan 

kepatuhan wajib pajak restoran adalah wajib pajak restoran harus mengikuti 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang merupakan sistem sosial 

yang lebih besar. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Badung Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pajak Restoran. 
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Menurut Mustikasari (2007) Theory of Planned Behavior merupakan teori 

yang menjelaskan mengenai bahwa perilaku yang timbul dari seorang individu 

muncul akibat adanya suatu niat untuk berperilaku. Sedangkan, munculnya 

munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu Behavioral 

beliefs, Normative Beliefs, Control beliefs (Mustikasari, 2007). Pelayanan yang 

berkualitas dari petugas dinas, pemeriksaan perpajakan dan sanksi perpajakan 

dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh wajib pajak. Setelah 

termotivasi oleh pelayanan yang diberikan petugas dinas, kegiatan pemeriksaan 

pajak dan adanya sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya dan kemudian merealisasikan niatnya. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 bahwa pajak daerah 

yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak 

kabupaten atau kota. Salah satu dari pajak daerah kabupaten atau kota tersebut 

adalah pajak restoran. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Pajak Restoran, pajak restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah 

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dengan nama pajak restoran 

dipungut pajak atas setiap pelayanan di restoran. Restoran merupakan fasilitas 

penyedia jasa makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang 



ISSN:	2302-8556	
E-Jurnal	Akuntansi	Universitas	Udayana		

Vol.16.2.	Agustus	(2016):	1210-1237	

 1218 

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya 

termasuk jasa boga/katering. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung 

Nomor 16 Tahun 2011, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 persen. Besaran 

pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran 

yang ditetapkan 10 persen dengan jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima restoran dalam jangka waktu 1 bulan kalender. 

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya taat pada perintah atau 

aturan dan berdisiplin. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sampai mana wajib 

pajak mampu sesuai maupun gagal dalam berperilaku patuh pada peraturan pajak 

(Marziana et al., 2010). Prabawa dan Naniek (2012) menyatakan kepatuhan wajib 

pajak merupakan suatu usaha dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya 

dengan sadar serta didasari keinginan sendiri. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 

tentang Pelayanan Publik, pelayanan merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Boonyarat et al. (2014) menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Harapan dari diberikannya kualitas 

pelayanan yang baik yaitu wajib pajak dapat memperoleh kemudahan. Pelayanan 

yang baik dapat membantu wajib pajak saat kesulitan maupun permasalahan 

terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak 

sehingga wajib pajak merasa senang, semakin mengerti dan memahami akan 
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kewajiban pajaknya yang harus dipenuhi. Berarti, semakin baik kualitas pelayanan 

yang diberikan semakin patuh wajib pajak dalam mematuhi kewajiban 

perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini adalah: 

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran 
di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 

 
Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 

dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut 

Slemrod dan Yitzhaki (2002) pemeriksaan pajak adalah suatu cara pemerintah 

menekan angka penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Kirchler (2008) 

menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan individu atau 

pemeriksaan terhadap laporan pajak suatu organisasi untuk memastikan kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan pajak yang berlaku. Hasil penelitian Dewi (2015) 

menyatakan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan 

wajib pajak. Semakin baik dan intensif pemeriksaan oleh petugas pajak sehingga 

wajib pajak mendapatkan pembinaan, maka kepatuhan wajib pajak diharapkan 

akan semakin baik pula. Berdasarkan hal tersebut, maka diduga : 

H2 : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran 
di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 
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Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan adalah hasil tahu, ingatan 

dan ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang terdapat 

dalam undang-undang perpajakan (Punarbhawa, 2013). Pengetahuan mengenai 

perpajakan yang rendah dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan juga sikap 

yang negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan yang baik 

berkorelasi positif terhadap perilaku patuh pajak (Niemirowski et al., 2002). 

Menurut Hofmann et al. (2008) menyatakan faktor penting yang mempengaruhi 

kepatuhan pajak adalah pengetahuan tentang perpajakan. Fjeldstad et al. (2012) 

menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tergantung pada pengetahuan wajib 

pajak tentang pajak sehingga tidak bisa menghindari kewajiban perpajakannya. 

Apabila wajib pajak mengetahui hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai wajib 

pajak, maka tujuan pajak, fungsi dan manfaat pajak dapat dipahami, sehingga 

timbul kesadaran untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannnya. Semakin 

baik pengetahuan perpajakan wajib pajak, semakin patuh wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka diduga : 

H3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak 
restoran di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten 
Badung. 

 
Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak 

tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua 

macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi 

merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga 

dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan dan penderitaan, merupakan 
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suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma 

perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59). Modugu and John (2014) menyatakan 

faktor sanksi perpajakan lebih cenderung memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan pajak. Pranadata (2014) menyimpulkan pelaksanaan sanksi pajak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

membuktikan bahwa dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak yang tegas dan 

dianggap merugikan oleh wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan 

hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: 

H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran 
di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplanasi 

penelitian berbentuk penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang 

bertujuan mengetahui hubungan dari dua variabel atau lebih.  

   H1(+) 

                                                       H2(+)                                                                                                                           

                                                       H3(+) 

                                                       H4(+)                                             

Gambar  1. Desain Penelitian 
Sumber : Data Diolah (2015) 
 

  Penelitian ini dilakukan di restoran yang berada di wilayah Kabupaten 

Badung dan telah terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung 

Kabupaten Badung. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib 

Kualitas Pelayanan (X1) 

Pemeriksaan Pajak (X2)	

 Pengetahuan Perpajakan (X3) 

 Sanksi Perpajakan (X4) 

Kepatuhan Wajib Pajak 
Restoran (Y) 



ISSN:	2302-8556	
E-Jurnal	Akuntansi	Universitas	Udayana		

Vol.16.2.	Agustus	(2016):	1210-1237	

 1222 

pajak restoran. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, 

pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. 

  Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban yang diberikan responden 

atas kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Sehingga pada penelitian ini yang 

menjadi sumber data adalah responden. Data sekunder berupa sejarah, struktur 

organisasi dan uraian tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. 

  Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang 

terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung 

tahun 2014 sebanyak 879 wajib pajak restoran. Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 90 wajib pajak restoran. Responden dalam penelitian 

ini adalah pemilik restoran atau manajer restoran. Perhitungan penentuan sampel 

dengan menggunakan rumus Slovin (Husein, 2008:78), yaitu: 

𝑛 =  !
!!!!!

……….………………………………………..….(1) 

Keterangan : 
n = Jumlah anggota sampel 
N = Jumlah anggota populasi 
e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1) 

Perhitungan sampel: 

𝑛 =  
879

1+ 879. 0,1 !  

𝑛 = 89,78  

𝑛 = 90 (dibulatkan) 
  
 Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode proportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan 

apabila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstata 

secara porposional (Sugiyono, 2013:118). Berdasarkan metode penentuan sampel 
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tersebut maka sampel yang digunakan adalah 78 restoran dari 758 restoran,        

10 rumah makan dari 97 rumah makan, dan 2 bar dari 24 bar, yang didapat 

berdasarkan perhitungan sebagai berikut : 

n =(populasi kelas/jumlah populasi keseluruhan) × jumlah sampel…..…(2) 

Restoran           = 758/879 × 90 = 77,61 dibulatkan menjadi 78 

Rumah Makan  = 97/879 × 90 = 9,93 dibulatkan menjadi 10 

Bar   = 24/879 × 90 = 2,45 dibulatkan menjadi 2 

 Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode survey. Menurut Sugiyono (2013:11) metode survey digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data misalnya dengan 

wawancara maupun kuesioner. Kuesioner langsung diantarkan ke lokasi penelitian 

dan diberikan kepada responden. Jawaban-jawaban responden diberi nilai atau 

skor dengan menggunakan skala Likert  dengan rentang 1 sampai 4. Karena 

menggunakan instrumen penelitian dengan kuesioner maka perlu dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas terlebih dahulu untuk memberikan kepastian bahwa 

kuesioner yang digunakan adalah valid dan reliabel mengukur variabel-variabel 

yang digunakan. 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 

untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan 

perpajakan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran, namun 

sebelumnya diperlukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
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multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selain itu juga dilakukan uji 

koefisien determinasi, uji kelayakan model, dan uji hipotesis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik restoran atau manajer restoran, 

sehingga kuesioner penelitian diberikan kepada responden secara langsung 

diantarkan ke lokasi penelitian yaitu di 90 restoran di Kabupaten Badung dengan 

kategori Bar, Rumah Makan dan Restoran. Dari 90 orang yang menjadi responden 

dalam penelitian ini, sebesar 32,2 persen atau sebanyak 29 orang dengan jabatan 

pemilik, dan 61 orang atau 67,8 persen dengan jabatan manajer.   

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman atas hasil penelitian, 

maka dideskripsikan statistik dari masing-masing variabel penelitian. Statistik 

deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai 

deskripsi variabel penelitian yaitu nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan 

simpangan baku (standard deviation) dengan N adalah banyaknya responden 

penelitian. Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Keterangan N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Kualitas Pelayanan 90 11,00 41,47 31,2132 10,36841 
Pemeriksaan Pajak 90 6,00 23,39 17,9518 5,62923 
Pengetahuan Pajak 90 12,00 48,13 36,6819 9,43501 
Sanksi Perpajakan 90 5,00 19,98 14,9358 4,56003 
Kepatuhan Wajib Pajak 90 5,00 19,16 14,6150 4,81210 
Sumber: Data diolah, 2015 

Variabel kualitas pelayanan memiliki nilai minimum 11,00 nilai 

maksimum 41,47. Nilai rata-rata variabel kualitas pelayanan sebesar 31,21 dengan 
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simpangan baku sebesar 10,36. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai 

minimum 6,00 dan nilai maksimum 23,39. Nilai rata-rata variabel pemeriksaan 

pajak sebesar 17,95 dengan simpanagan baku sebesar 5,62. Variabel pengetahuan 

perpajakan memiliki nilai minimum 12,00 dan nilai maksimum 48,13. Nilai rata-

rata variabel pengetahuan perpajakan 36,68 dengan simpangan baku sebesar 9,43. 

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum 5,00 dan nilai maksimum 

19,98. Nilai rata-rata variabel sanksi perpajakan sebesar 14,93 dengan simpangan 

baku sebesar 4,56. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 5,00 

dan nilai maksimum 19,16. Nilai rata-rata variabel kualitas pelayanan sebesar 

14,61 dengan simapangan baku sebesar 4,81. 

Validitas menunjukkan alat ukur tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono 2013:172). Suatu instrumen 

penelitian yang digunakan dapat dikatakan valid atau layak digunakan untuk 

mengukur yang seharusnya diukur apabila nilai Pearson Correlation lebih besar 

dari 0,30. Hasil uji validitas dari hasil penelitian ini disajikan pada Tabel 2.  

Hasil uji validitas yang disajikan dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa 

seluruh item pertanyaan adalah valid, hal ini bisa dilihat dari nilai masing-masing 

item pertanyaan memiliki nilai Perarson Correlation yang lebih besar dari 0,30. 

Menurut Sugiyono (2013:183) pengujian reliabilitas menunjukkan sejauh 

mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan 

pengukuran kembali dengan gejala yang sama. Reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 2. 
Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Perason Correlation Keterangan 
Kualitas Pelayanan (X1) X1.1 0,580 Valid 

X1.2 0,546 Valid 
X1.3 0,556 Valid 
X1.4 0,460 Valid 
X1.5 0,607 Valid 
X1.6 0,581 Valid 
X1.7 0,478 Valid 
X1.8 0,550 Valid 
X1.9 0,565 Valid 

X1.10 0,645 Valid 
X1.11 0,503 Valid 

Pemeriksaan Pajak (X2) X2.1 0,577 Valid 
X2.2 0,661 Valid 
X2.3 0,582 Valid 
X2.4 0,699 Valid 
X2.5 0,607 Valid 
X2.6 0,435 Valid 

Pengetahuan Perpajakan (X3) X3.1 0,751 Valid 
X3.2 0,807 Valid 
X3.3 0,688 Valid 
X3.4 0,807 Valid 
X3.5 0,732 Valid 
X3.6 0,735 Valid 
X3.7 0,747 Valid 
X3.8 0,740 Valid 
X3.9 0,564 Valid 

X3.10 0,829 Valid 
X3.11 0,608 Valid 
X3.12 0,600 Valid 

Sanksi Perpajakan (X4) X4.1 0,679 Valid 
X4.2 0,738 Valid 
X4.3 0,551 Valid 
X4.4 0,565 Valid 
X4.5 0,732 Valid 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y1.1 0,659 Valid 
Y1.2 0,470 Valid 
Y1.3 0,542 Valid 
Y1.4 0,643 Valid 
Y1.5 0,660 Valid 

Sumber : Data diolah, 2015 

Tabel 3 menyajikan hasil uji reliabilitas, maka dapat disimpulkan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel karena keseluruhan 

variabel memiliki nilai Conbranch’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga 

layak digunakan menjadi alat ukur instrumen kuesioner penelitian ini. 
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Tabel 3. 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 
Kualitas Pelayanan (X1) 0,966 Reliabel 
Pemeriksaan Pajak (X2) 0,927 Reliabel 
Pengetahuan Pajak (X3) 0,951 Reliabel 
Sanksi Perpajakan (X4) 0,917 Reliabel 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,917 Reliabel 

Sumber : Data diolah, 2015  

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan 

heteroskedastisitas, untuk memberikasn kepastian persamaan regresi linier 

berganda yang diperoleh tepat dalam estimasi serta tidak bias. Pengujian 

normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dengan tingkat signifikansi 0,05. 

Apabila koefisien Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data tersebut 

berdistribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. 
Hasil Uji Normalitas 

Unstandardized Residual 
N 90 
Kolmogorov-Smirnov Z 0,061 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 

Sumber : Data diolah, 2015 

Hasil uji normalitas yang disajikan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, 

maka dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki data 

berdistribusi secara normal. 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika nilai tolerance lebih besar dari 

10% atau VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan model regresi telah bebas 



ISSN:	2302-8556	
E-Jurnal	Akuntansi	Universitas	Udayana		

Vol.16.2.	Agustus	(2016):	1210-1237	

 1228 

dari gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini 

disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Kualitas Pelayanan 0,224 4,456 Bebas multikolinieritas 
Pemeriksaan Pajak  0,320 3,130 Bebas multikolinieritas 
Pengetahuan Pajak 0,589 1,698 Bebas multikolinieritas 
Sanksi Perpajakan 0,480 2,082 Bebas multikolinieritas 

Sumber : Data diolah, 2015  

Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 5 menunjukkan variabel 

bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk 

masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan nilai tolerance berada di atas 

0,10. Hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah multikolinearitas diantara 

variabel bebas dalam model regresi. 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2013: 105). Apabila signifikansi > 0,05 maka disimpulkan model 

regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Hasil uji dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. 
 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Signifikansi Keterangan 
Kualitas Pelayanan 0,768 Bebas Heteroskedastisitas 
Pemeriksaan Pajak 0,583 Bebas Heteroskedastisitas 
Pengetahuan Pajak 0,853 Bebas Heteroskedastisitas 
Sanksi Perpajakan 0,690 Bebas Heteroskedastisitas 
Sumber : Data diolah, 2015 

Tabel 6 menyajikan hasil uji heteroskedastisitas, didapatkan hasil 

perhitungan yang menunjukkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel 
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bebas lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. 

 Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih 

varaibel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linier 

berganda terhadap keempat variabel independen yaitu kualitas pelayanan, 

pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan dapat disajikan  

pada Tabel 7.  

Tabel 7. 
 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Terikat Variabel Bebas Koefisien 
Regresi 

Standard 
Error 

Sig. t 

Kepatuhan Wajib 
Pajak Restoran 

Kualitas Pelayanan (X1) 0,218 0,038 0,000 
Pemeriksaan Pajak (X2) 0,128 0,058 0,031 
Pengetahuan Perpajakan 
(X3) 

0,090 0,026 0,001 

 Sanksi Perpajakan (X4) 0,290 0,059 0,000 
Constant                = -2,128 F-Hitung  = 145,857 
Adjusted R Square = 0,867 F sig.        = 0,000 

Sumber : Data diolah, 2015  

Nilai -2,128 menunjukkan bahwa apabila variabel kualitas pelayanan, 

pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan sama dengan 

nol maka kepatuhan wajib pajak restoran menurun sebesar 2,128 satuan. 

Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan (X1) = 0,218 menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel kualitas pelayanan (X1) terhadap 

variabel kepatuhan wajib pajak restoran (Y) sebesar 0,218. Artinya apabila 

kualitas pelayanan (X1) naik sebesar satu satuan sementara pemeriksaan pajak 

(X2), pengetahuan perpajakan (X3) dan sanksi perpajakan (X4) diasumsikan tetap, 

maka kepatuhan wajib pajak restoran meningkat sebesar 0,218 satuan. 
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Nilai koefisien regresi pemeriksaan pajak (X2) = 0,128 menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pemeriksaan pajak (X2) terhadap 

variabel kepatuhan wajib pajak restoran (Y) sebesar 0,128. Artinya apabila 

pemeriksaan pajak (X2) naik sebesar satu satuan sementara kualitas pelayanan 

(X1), pengetahuan perpajakan (X3) dan sanksi perpajakan (X4) diasumsikan tetap, 

maka kepatuhan wajib pajak restoran meningkat sebesar 0,128 satuan. 

Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X3) = 0,090 menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pengetahuan perpajakan (X3) 

terhadap variabel kepatuhan wajib pajak restoran (Y) sebesar 0,090. Artinya 

apabila pengetahuan perpajakan (X3) naik sebesar satu satuan sementara kualitas 

pelayanan (X1), pemeriksaan pajak (X2) dan sanksi perpajakan (X4) diasumsikan 

tetap, maka kepatuhan wajib pajak restoran meningkat sebesar 0,090 satuan. 

Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (X4) = 0,290 menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel sanksi perpajakan (X4) terhadap 

variabel kepatuhan wajib pajak restoran (Y) sebesar 0,290. Artinya apabila sanksi 

perpajakan (X4) naik sebesar satu satuan sementara kualitas pelayanan (X1), 

pemeriksaan pajak (X2) dan pengetahuan perpajakan (X3) diasumsikan tetap, 

maka kepatuhan wajib pajak restoran meningkat sebesar 0,290 satuan. 

 Besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R 

square (R2) adalah 0,867 yang disajikan pada Tabel 7 Hasil ini berarti bahwa 

pengaruh variabel kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan 

dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak restoran sebesar 86,7 persen 

dan sisanya 13,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.   
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 Uji kelayakan model (Uji F) merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 berarti variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen dan variabel independen mampu 

digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan Tabel 7 nilai F 

hitung sebesar 145,857 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai sgnifikansi 

tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan, pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan 

mampu digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak restoran. 

Berdasarkan Tabel 7 disajikan hasil yang menunjukkan β1 = 0,218 dengan 

tingkat signifikansi thitung sebesar 0,000 yang menunjukkan angka lebih kecil 

daripada tingkat signifikansi dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan 

variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan 

wajib pajak restoran, berarti hipotesis pertama (H1) dapat diterima. Hasil 

penelitian ini didukung penelitian Sanjaya (2013) dan hasil penelitian Santika 

(2014). Menurut Chebusit et al. (2014) memfasilitasi kepatuhan memerlukan 

faktor kualitas pelayanan. Wajib pajak yang mendapatkan pelayanan dengan 

kualitas yang baik akan senantiasa merasa senang, merasa puas atas pemberian 

pelayanan yang diberikan petugas pajak karena wajib pajak dapat memperoleh 

kemudahan dalam menyelesaikan dan melaksanakan seluruh hak dan 

kewajibannya sebagai wajib pajak.  

Berdasarkan Tabel 7 disajikan hasil yang menunjukkan β2 = 0,128 dengan 

tingkat signifikansi thitung sebesar 0,031 yang menunjukkan angka lebih kecil 
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daripada tingkat signifikansi dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan 

variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan 

wajib pajak restoran. Berarti hipotesis kedua (H2) dapat diterima yaitu 

pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran di 

Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan hasil penelitian Shinta (2013) dan Dewi (2015). Semakin 

baik dan intensif pemeriksaan oleh petugas pajak maka kepatuhan wajib pajak 

diharapkan akan semakin baik. 

Berdasarkan Tabel 7 disajikan hasil yang menunjukkan β3 = 0,090 dengan 

tingkat signifikansi thitung sebesar 0,001 yang menunjukkan angka lebih kecil 

daripada tingkat signifikansi dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan 

variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada 

kepatuhan wajib pajak restoran. Berarti hipotesis ketiga (H3) dapat diterima yaitu 

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran 

di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Akintoye dan Tashie (2013) dan 

Punarbhawa (2013). Semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak, semakin 

patuh wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan. 

Berdasarkan Tabel 7 disajikan hasil yang menunjukkan β4 = 0,290 dengan 

tingkat signifikansi thitung sebesar 0,000 yang menunjukkan angka lebih kecil 

daripada tingkat signifikansi dalam penelitian ini yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan 

variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan 

wajib pajak restoran. Berarti hipotesis keempat (H4) dapat diterima yaitu sanksi 
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perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak 

restoran di Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Hasil 

penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Pranata (2014) dan 

penelitian Pranadata (2014). Sehingga semakin tegas sanksi perpajakan yang 

diterapkan, wajib pajak semakin patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak 

restoran, berarti semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, maka wajib 

pajak restoran semakin patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak 

restoran, berarti semakin baik dan intensif pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka 

wajib pajak restoran semakin patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada 

kepatuhan wajib pajak restoran, membuktikan semakin baik pengetahuan 

perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka, semakin patuh untuk memenuhi 

kewajibannya. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada 

kepatuhan wajib pajak restoran, berarti semakin besar sanksi perpajakan yang 

dikenakan, maka wajib pajak semakin patuh. 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah kualitas pelayanan masih perlu 

untuk ditingkatkan, salah satunya melalui pemberian informasi yang dibutuhkan 

wajib pajak secara jelas, sehingga wajib pajak paham dan puas atas pelayanan 

yang diberikan. Pemeriksaan pajak masih perlu dilaksanakan lebih intensif, karena 
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mampu menjadi sarana pembinaan kepada wajib pajak dan memberikan keadilan 

bagi wajib pajak. Pengetahuan perpajakan wajib pajak sudah baik mengenai hak 

dan kewajibannya, agar wajib pajak semakin patuh dan paham, maka masih perlu 

meningkatkan pengetahuan perpajakan salah satunya pengetahuan mengisi 

SPTPD dengan benar, membuat laporan keuangan, dan membayar pajak dengan 

tepat waktu, melalui program penyuluhan secara rutin dan terjadwal. Sanksi 

perpajakan bagi wajib pajak restoran di Kabupaten Badung memiliki tanggapan 

yang baik, namun diantara wajib pajak restoran masih ada yang belum 

mengetahui sanksi yang diterapkan, maka memerlukan sosialisasi sanksi 

perpajakan secara merata kepada seluruh wajib pajak. Penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini kembali dengan menambah variabel lain. 
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